
KOMIS! PEMIUHAN UMUM 
KABUPATEN SUMBA TIMUR 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR 

NOMOR 144 TAHUN 2025 

TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA TIMUR 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 

d.imaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur 
ten tang Pembentukan Satuan Togas Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Sumba Timur; 

I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana Lelah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 lenlang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) scbagaimana telah diubah, dengan 

Undang-Undang Nomor T Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima alas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umurn Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
377); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
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Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pcmilihan Umum, Sckretariat 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengcndalian Intern 
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 172); 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 

2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pcmilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupatcn/Kota; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA 

TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 

KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR. 

Menetapkan Pembentukan Saluan Togas Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sumba Timur yang terdiri dari: 

1. Ketua Pengarah; 

2. Wakil Ketua Pengarah; 

3. Anggota Pengarah; 

4. Penanggungjawab; 

5. Ketua; 

6. Anggota; dan 
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7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah. 

Susunan Keanggotaan Satuan Togas Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupalen Sumba Timur sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Wewenang dan tanggung jawab Saluan Tugas Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut: 
1. melaksanakan koordinasi intern tahapan 

penyclenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; 
2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis 

penerapan petunjuk teknis dan standar operasional 
prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; dan 

3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas 
sebagai beriku t: 
1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut: 

a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai 
dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang 
telah disusun; dan 

b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerinlah. 

2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut: 
a. membantu dalam mcngarahkan penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai 
dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang 
telah disusun; 
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monitoring terhadap 

Pengendalian Intern Sistem penyelenggaraan 
Pemerintah; dan 

c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua 

b. mengkoordinir pelaksanaan 

Pengarah. 
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut: 

a. membantu dalam mengarahkan penyusunan 
kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, 

kebijakan, dan rencaoa tindak yang telah d.isusun; 
b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan 

Sistem Pengcndalian Intern Pemerintah; dan 
c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah kepada Walcil Ketua 

Pengarah. 
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut: 

a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas 
Intern Pengendalian Sistem penyelenggaraan 

Pemerintah; 
c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 

d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua 

Pengarah. 
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut: 

a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta 

jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan 

yang telah ditetapkan; 
b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

kegiatan tim Satuan Tu gas; 
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c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah pada Sub Bagian; 
d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan 

Togas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan 
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan 

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum; dan 
e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung 

Jawab. 
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut: 

a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan 

fungsi di masing- masing Sub Bagian; 
b. membantu dalam melaksanalran dan menerapkan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap 

kegiatan di masing-masing Sub Bagian; 
c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan 

kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

masing-masing Sub Bagian; 
d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian 

sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari 

tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian; 
e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 
f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifi.kasi 

kartu kendali; dan 

g. membantu menyusun laporan kegiatan 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerin tah kepada Ketua Pengarah. 

7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah, selain menjalankan tugas sebagai 

anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut: 
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a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil 

identifikasi kartu kendali; dan 
b. mengunggah kartu kendali dan dokumen 

pendukung pada aplikasi e- Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Waingapu 
pada tanggal 10 Oktober 2025 

KETUA KOMISI PEMILJHAN UMUM 
KABUPATEN SUMBA TIMUR, 

ttd 

MARTHEN TANGGU RAMI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekrelariat Komisi Pemilihan Umum � . 

abupaten Sumba Timur ,�����is Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, 

[/lsritiii 

uro 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA TIMUR 

NOMOR 144 TAHUN 2025 

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA TIMUR 

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR 

KEDUDUKAN 
NO NAMA JABATAN 

DALAM SATGAS 

I Marthen Tanggu Rami, SE Ketua Komisi Ketua Pengarah 

Pemilihan Umum 

Kabupaten Sumba 

Timur 

2 Syarifudin, S.H.I Anggota Kom.isi Wakil Ketua 

Kabupaten Sumba Pengarah 

Timur 

3 Elvensias Umbu Maramba Anggota Komisi Anggota Pengarah 

Awang, SE Kabupaten Sumba 

Timur 

4 Lukas Taramata, SE Anggota Komisi Anggota Pengarah 

Kabupaten Sumba 

Timur 

5 Muhammad Naufel Anggota Kom.isi Anggota Pengarah 

Algadrie, S.Pt Kabupaten Sumba 

Timur 

6 Simon Bili Dapawando, S. Sekretaris Komisi Penanggung Jawab 

Si Pemilihan Umum 

Kabupaten Sumba 

Timur 
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KEDUDUKAN 
NO NAMA JABATAN 

DALAM SATGAS 

7 MANASE LENDE LOURO, Kasu bag Teknis Ketua 
A. Md Penyelenggaraan 

Pemilu dan Hukum 

8 SACARIAS LENGGU, S.lP Kasubag Perencanaan, Anggota 
Data. dan lnformasi 

9 SCHERLINA SNAK, S. Sos Kasubag Hubungan Anggota 
Masyarakat, Partisipasi 

dan Sumber Daya 
Manusia 

10 SERLY SELVIANA DUAN, Plt.Kasubag Anggota 
S.Sos Keuangan, Umum, dan 

Logistik 
11 USMAN MUHAMAD Staf Pelaksana Anggota 

12 YAKOBUS KIIK, A.Md Staf Pelaksana Anggota 

13 ANACI CORNELIA Staf Pelaksana Anggota 

SARLOTA PADA 

14 FRANCIS KORNELIS Staf Pelaksana Anggota 

HUMA LY 

15 YOSEF PATRICIUS Staf Pelaksana Anggota 

PASKALIS FELITI NANU, 

s.T 
16 CHARIS ABDUL MUNGIN, Star Pelaksana Anggota 

S.H 

17 MOHAMAD DERIN PUTRA Star Pelaksana Anggota 

PRADANA, S.H 

18 ADE U. TUNGGU Staf Pelaksana Anggota 

NAMUPRAING 

19 SEDELTI REM! Staf Pelaksana Anggota 

20 ARAB HARABI LODA Staf Pelaksana Anggota 

21 MANASE MEHANG Star Pelaksana Anggota 

PANDOY 

22 YULIANUS NJURUHAPA Staf Pelaksana Anggota merangkap 

Operator SPIP 

23 ARIYANTO HAMANDIKA Staf Pelaksana Anggota 

24 FERDINANDUS KARIPI Anggota 
Staf Pelaksana 

HAMADUNA 
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KEDUDUKAN 
NO NAMA JABATAN 

DALAM SATGAS 

25 ANTONIUS NAMUTANA Staf Pelaksana Anggota 

26 PETRUS NGGABA Anggota 
Staf Pelaksana 

NDAPAKAMANG 

27 SISILIA NOYITA ANA Anggota 
Staf Pelaksana 

AMAH 

28 SANCHES R. A. ANARATO Staf Pelaksana Anggota 

29 NDULA RAWANG Anggota 
Star Pelaksana 

MBUHANG 

30 YIRGIAWAN JUNIARTO Anggota 
Star Pelaksana 

DIDA 

31 DESMAN BIYA LENGGU Staf Pelaksana Anggota 

32 RULIANTO LALU PADA, S. Anggota 
Staf Pelaksana 

Kom 

33 UMBU JEN WATUPELIT Staf Pelaksana Anggota 

34 ERSON MANJA LANDU Anggota 
Staf Pelaksana 

PRAlNG 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA TIMUR 

ttd. 

MARTHEN TANGGU RAM! 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

aten Sumba Timur 
eknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, 

&' 

uro 
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